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MOTTO

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang

tidak menyadari betapa dekatnya keberhasilan saat mereka

menyerah”

(by : Thomas Alva Edison)
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RINGKASAN

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 8§ Tahun 1999 termasuk di dalamnya mengatur adanya Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berwenang menyelesaikan
perkara-perkara konsumen yang merasa dirugikan atas tindakan pelaku usaha.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah sebuah alternatif
penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang ditujukan kepada
konsumen di daerah-daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen tercantum bahwa “Pemerintah membentuk
badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian
sengketa konsumen di luar pengadilan”. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) dibentuk untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif sejak tanggal 21 April 2000.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berada di bawah naungan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan operasionalnya dibantu
oleh pemerintah daerah setempat.

Namun seringkali oleh pelaku usaha Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen hanya dianggap menitikberatkan kepada konsumen semata. Putusan
yang diambil oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) seringkali
memberatkan pelaku usaha, dan biasanya terkesan over acting atau melampaui
batas kewenangan bahkan salah menerapkan hukumnya.

Over acting atau melampaui batas kewenangan dan bahkan salah dalam
penerapan hukumnya ini tercermin di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
200/K/Pdt.Sus/2012 antara Ir. Krisna Simbaputra, Msc selaku General Manager
PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) melawan Lukman Wijaya selaku

konsumen pengguna jasa listrik. Dalam perkara ini pihak pelaku usaha yakni PT.
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Perusahaan Listrik Negara (Persero) menilai bahwa putusan yang dikeluarkan
oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Medan telah salah
dalam penerapan hukumnya dan bertindak di luar batas kewenangan. PT.
Perusahaan Listrik Negara menilai bahwa dalam perkara ini obyek dari sengketa
konsumen ini adalah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Penertiban
Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) itu sendiri menurut Ir. Krisna Simbaputra, Msc
selaku General Manager PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) bukanlah
barang atau jasa yang diperdagangkan. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik juga
bukan merupakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Selain itu, perkara yang muncul ini menurut pihak pelaku usaha dalam hal
ini PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah perkara antara pelaku usaha
melawan pelaku usaha. Ini dikarenakan konsumen atau pelanggan yang dikenakan
tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) adalah PT. Sari Tani Jaya
dan bukanlah orang atau pribadi yang bernama Lukman Wijaya. Siapa yang
dimaksud dengan konsumen telah ditentukan secara /imitaif baik di dalam pasal 1
angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
maupun dalam pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2011 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan
atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga
atau orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Dibandingkan dengan pengertian Pelaku Usaha yaitu tidak hanya setiap orang
perorangan tetapi juga badan yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan
berbadan hukum. Pelaku usaha menilai putusan yang dikeluarkan oleh Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah putusan yang sangat ceroboh,
over acting, dan sewenang-wenang bahkan salah dalam penerapan hukumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk
melakukan pengkajian terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) melalui karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Kompetensi Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaiakan Sengketa (Kajian

Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 200 K/Pdt.Sus/2012)”.
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Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal pertama, Apa yang menjadi
Kompetensi Badan Penyelesaian sengketa Konsumen, Kedua, Apa yang menjadi
dasar keberatan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) terhadap putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen, Ketiga, Bagaimana Ratio Decidendi dalam
putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Pdt.sus/2012 terkait dengan putusan
sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan memahami
kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, untuk menkaji dasar
keberatan yang dilakukan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) terhadap
putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dianggap melampaui batas
kewenangan, serta untuk mengetahui dan memahami Ratio Decidendi Mahkamah
Agung dalam memutus sengketa konsumen Nomor 200 K/Pdt.sus/2012 terkait
dengan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau
memperoleh atau menjalankan kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit.
Menggunakan metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode
penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang
digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji
kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara
ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri
khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode
dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan
merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan
kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.
Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung
jawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur
pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Oleh karena itu,
suatu metode digunakan agar skripsi ini dapat mendekati suatu kebenaran
akademik dan sistematik dalam analisis dan penulisannya.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah, pertama kompetensi absolut Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen

X1v



dengan cara Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase serta penjatuhan sanksi
administratif dalam putusan yang diambil oleh majelis hakim. Kedua, Dasar
keberatan yang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait dengan putusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan adalah tentang Subyek
sengketa, obyek hukumnya, dan putusan yang menghukum dan membebaskan
konsumen dari kewajibannya. Ketiga, Ratio Decidendi Putusan Nomor 200
K/Pdt.Sus/2012 adalah kesalahan dalam pengambilan putusan Badan Penyeleaian
Sengketa Konsumen saat memeriksa perkara sengketa konsumen, selain itu
keberatan yang diajukan juga tidak diadili secara baik dalam Pengadilan Negeri
sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri sengketa konsumen dan
mengabulkan kasasi dari pemohon.

Saran dari skripsi ini adalah Pertama, Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Medan telah bertindak sewenang-wenang dalam penerapan
hukumnya. Kedua, dalam menerima keberatan Pengadilan Negeri harus
memperhatikan apakah keberatan itu benar-benar sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang dan apakah dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen itu terdapat unsure kesalahannya. Ketiga, seharusnya pembuat
Undang-Undang harus melakukan perbaikan dalam memberikan pengertian
konsumen dan pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen.
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